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Menimbang

Mangingat

TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk mekaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1} Undﬂng—Un::ianE
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tela
diubah dengan Undang-Undang MNomer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 3 Tahun 20035
tentang Perubahan Undang-Undang Memor 32 Tahun 2004 tentang
Pamernintahan Daerash menjadl Undang-Undang dan Undang-Undang
Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 temtang Pemerntahan Daerah. Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Raekyat Daerah (DPRD)
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa olah Badan Pemenksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran barakhir;

. bahwa Fer'tangrr':urrgiawabm Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada huruf & di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dengan
menearbilkan otorisasi.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1985 Momor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3312} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1884 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3568);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomer 41,
Tambakian Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3685 )
sebagaimana telah diubah deangan Undang-Undang Nomar 24 Tahun 2000
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000  Momor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Namor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1887
Namor 44, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 3688);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 15998 tenta Pembenitukan Kabupaten
Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati || Lampung Timur dan Kotamadya Dati [l
Metra (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1888 Nomor 48,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1888 tentang Penyelenggarasn Megara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Keolusi dan Nepotisme (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomar 75, Tambahan Lemiaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Indenesla Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
(Lembaran Negara Republik Indenasia Tahun 004 Momor 5, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43535

Undang-Undang Momer 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor B8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasla Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perancanaan
Pembangunan Masional (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
44217;

Undang-Undang Momeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momaor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4437) sebagaimana telaby
diubah dengan Undang-Undang Momaor & Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005
lentang Perubahan Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pamarintahan Daerah menjadi  Undang-Undang ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lambaran Megara
Republik Indonesia Momor 4548) dan Undang-Undang Momor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Lindang Momor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Marmar 4844

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan Kseuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4138);

Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Namer 119, Tambahan
Lermbaran Negara Rapublik Indonesia Momor 4135);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rek
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor S0,
Tambakan Lembsran Negara Republik Indonesia MNomor 441G)
sebagaimana talah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momeor 34, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 45403;

Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Megara Reputlik Indonesia
Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Momor 4502},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4303);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Normoar 136, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintath Momor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 4575);

Peraturan Pemearintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 139, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Momaor 4577}
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Paraturan Pemedntah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pangelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momaor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578

Peraturan Pemerintan Momor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Panyusunan dan Penerapan Standar ‘F'alaganan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 150, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 43585),

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan
dan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 25, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 46947

Peraturan Daserah Kota Metro Momor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2002 MNomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 48}
zebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Matro Nomor 02
Tahun 2007 (Lembaran Deerah Kota Metro Tahun 2007 MNomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92 ),

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-Fokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dasrah Kota Metro Tahun 2004
Momor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 84);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Keota Metro Tahun 2007 Momor 01, Tambahan
Lambaran Daerah Kota Metro Nomor 81}

Peraluran Daerah Kota Metro Momor 04 Tahun 2007 terteng Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran
2007 {Lembaran Daersh Kota Metro Tahun 2007 Momeor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Matro Nomer 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Barang Dasrah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007
Momar 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor a7

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
il

3.

Daerah adalah Kota Meatro.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daserah.

Kepala Daerah adalah Walikcta Metro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebul DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Keuangan Dweerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemeriniahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daeran.
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Pengelolaan Keusngan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

palaksanaan, penalausahaan, pelaporan, perlanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah

_ Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah, yang selenjulnya disebut APBD adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kena Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerirtah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daereh yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna enggaran/pengguna barang, Yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Pengguna Anggaran adalah pejabat peamegang kewenangan panggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daarah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menesima, menyimpan, membayarkan.
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APED pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk urtuk  menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan AFBD pada SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangen wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Enfitas Akurtansi adalah unit pemerintzhan pengguna anggaranfpengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.
Unit Kerja adalah bagian dan SKPD yang melaksanakan satu atau babarapa program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan uniuk membayar saluruh
pengeluaran daerah.

Rakening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
mambayar seluruh pangeluaran deerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daarah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagel pangurang nilal
kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah,

Pembiayaan Daersh adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali dan/stau
pengeluaran yang akan diterima kemball, baik pada tehun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berkulnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi
penefimaan dan pengeluaran anggaran selama salu pariode anggaran.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sajumiah uang

atau menerima marfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibabani kewajiban
untuk membayar kemball.

Piutang Daerah adalah jumish uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak
pemerintah daerah yang dapet dinilai dengan uang sebagai akibat parjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
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29 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah danfatau kewajiban

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang bardasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

30. Investasi adalah penggunaan aset untuk mempercleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden,
rovalti, manfaat sosial dan/atau marfast lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

31_ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau dipercieh atas beban APBD ateu
berasal dan perelahan lainnya yang sah.

BAB Il
LAPORAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APED

Paszal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan AFPBD berupa laporan kevangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Anus Kas: dan

'. d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 306.987.595.314,68
b. Belanja Rp  307.462.326.203.00
Surplus/(defisit) - Rp  (474.730.88331)
¢  Pembiayaan
- Penerimaan Rp 53 347 06D.474 35
- Pengeluaran Rp 1.408.720.500,00
- Pemblayaan neto Rp 5193524897435
Sisa Lehih Pembiayaan Anggaran " Rp  51.484518.086,04

Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sabagai berikut:

{1} Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumiah Rp10.214.422 576,63 dengan rincian

sebagai berkut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 296 773.172.738.00
b. Realisasi Rp 306.987 595.314,69

Selisih Lebih /{Kurang) ~ Rp 10.214.422 576,60

(2). Saelisin anggaran dangan realigasi Belanja sebesar Rp(37 188.605123,00) dengan nincian
sabagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 344.651,831,326,00
b. Realisasi __Rp 307.462.326.203,00
Selisih Lebih f{Kurang) Rp {37.189.605.123,00)
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{3). Selisih anggaran dengan realizasi Surplus / (defist] sebesar Rp(47.404 027 699.69)
dengan nincian sabagai benkut:

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp (47 B7B.758.588,00)
b. Reslisas! Rp (474,730.888,31)
Selisih Lebih /{Kurang)  Rp (47 .404.027 699 B9)

(4). Selisin  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumiah
Rp(711.099 613,65} dengan rincian sebagail berikul:

a. Anggaran  penerimaan  pemblayaan  setelah Rp B4 059.089.088,00

perubahan
b. Realisasi Rp 53.347 960.474,35
Sefisih Lebih /(Kurang) _ Rp (711.099.613.65)

(5}, Selisih  anggaran dengan realisasi pengeluaran  pembiayaan sejumlah
Rp(4.771.580.000,00) dengan rincian sebagai berkut:

a. Anggaran pengeluaran pemblayaan setelah  Rp 6.180.310.500,00

perubahan
b. Realisasi Rp 1.408.720.500,00
Selisih Lebih /(Kurang)  Rp (4.771.590.000.00)

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sgjumiah  Rpd.060.480.386,35
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 47 878.758,588,00
b. Realisasi Rp £1.9390.24B.97435
Selisih Labih /(Kurang) Rp 4 080,490 386 35

Pasal 5

Meraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 1.2465 173.857.182 21

b. Jumlah kewajiban Rp 14,956 567 623, 83

. Jumlah ekuitas dana Rp 1.331.217.289 556,58
Pasal &

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desamber Tahun 2007 sabagai benkut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2007 Rp 54.058.034.088 45

b, Arus kas dari aktivitas operasi Rp BY.457 659707 69

¢. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Fp (67.932.390.596.00)

d.  Arus kas dari aklivitas pembiayaan Rp {(152.710.767,00)

&, Anus kas dan aklivitas non anggaran Fp 1.129.000,00

f.  Saldo kas akhir per 31 Deasember 2007 Ep 53.431.721.433.14
Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2007
memuat infarmasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pes-pos laporan keuangan.



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUi§UM SETDA KOTA METRO

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam

7

Pasal 8

Lampiran Peraluran Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran | Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasl anggaran menurut  urusan
pemerintaban daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran balanja dagrah meanurut urusan
pamerntahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dasrah menurut urusan
pemennahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran |4 Rekapitulasi realisasi anggeran belanja dasrah untuk kesolarasan
dan keterpaduan urusan pemerintaban daerah dan fungsi dalam
rangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran |.5 Daftar piutang daerah;

Lampiran |.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daarah;

Lampiran |7 Dafar realisasi panambahan dan pengurangan asel tetap dasah;

Lampiran |.B Daftar realizasi penambahan dan pangurangan asat lainnya;

k. Lampiran [I MNeraca
c.  Lampiran |ll Laporan arus kas
. d.  Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan
BAB i
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka samua ketentuan yang mengatur materi yang sama

danfatau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beraku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

Pasal 10

diatur kebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah,

Fasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang dapat mangetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metre.

[htatapkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2008

WALIKOTA METRO,

o
LUKMAN HAKIM
Divndangkan di Matro
Pada tanggal 5 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

o

ZAINI NURMAN, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010097042

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2008 NOMOR 08
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Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam
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Pasal B

Lampiran Peraluran Daerah ini, terdin dari;

a. Lampiranl Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasl anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organizasi, pendapatan, belanja dan
pambiayaan;

Lampiran |.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dasrah menurut urusan
permerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran |.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
rangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran |.5 Daftar piutang daerah,

Lampiran |.B Daftar penyertaan modal (imvestasi daerah;

Lampiran |.7 Daftar realisasi penambahan dan pangurangan aset tetap daerah;

Lampiran |.8 Daftar reallzasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

(v} Lamipiran [ MNeraca
¢.  Lampiran |l Laporan arus kag
. d Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan
BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mater yang sama

danfatau bartentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan

Pasal 10

diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daarah.

Pasal 11

Feraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan,

. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerzh ini
dengan penampatannya dalam Lambaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2008

WALIKOTA METRO,
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Diundangkan di Metro
Fada tanggal 5 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
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